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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

WALI KOTA MEDAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka
Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2015
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Medan Tahun Anggaran 2016 perlu dilakukan
perubahan karena  tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan dalam tahun anggaran
berjalan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu membentuk
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas
Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2015
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Medan Tahun Anggaran 2016;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Eepublik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor & Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973
tentang = Perluasan Daerah Kotamadya Medan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3005);
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13.

14.

35:

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991
tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan
Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta
Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat [I Simalungun,
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan
Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan
Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan
Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat | Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992
tentang Pembentukan 18 (Delapan  Belas)
Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli
Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah,
Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadyva Daerah
Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat | Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia Nomor  4416),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
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17.

18.

19.

20.

23
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
REepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
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24.

25.

26.

27.

28.

29,

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan
Pengendalian Dan Ewvaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5164);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272};

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor S, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310j);
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31

32.

33.

34.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyvusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 517);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dar
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita
Negara  Republik Indonesia  Tahun 2011
Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita
Negara  Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 903), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negerni
Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 2016
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1893);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 547);



Menetapkan :

33,

36.

37.

38.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3
Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan
Nomor 2}, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kota Medan (LembaranDaerah Kota Medan
Tahun 2011 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Medan NOmor 7
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Medan Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor §
Tahun 2009 Tentang Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP] Kota Medan Tahun 2006-2025
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009
Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 14
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan
Tahun 2011-2015 {Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 18
Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 19},
diubah sebagai berikut:



Di antara angka 8 dan angka 9 disisipkan 1 (satu) angka, yvakni
angka 8a, di antara angka 10 dan angka 11 disipkan 1 (satu)
angka, yvakni angka 10a, di antara angka 11 dan angka 12
disisipkan 1 {satu} angka, yakni angka 1la, di antara angka 14
dan angka 15 disisipkan 1 (satu) angka, vakni angka 14a, di
antara angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 (satu) angka, vakni
angka 15a, dan di antara angka 18 dan angka 19 disisipkan 1
(satu) angka, yakni angka 18a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimasud dengan:

1.

L5

8a.

Daerah adalah Kota Medan.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.

Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan
pemeritahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wali Kota adalah Wali Kota Medan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.

Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Medan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1
(satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan
daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan, vang selanjutnya
disingkat RKPD-P adalah perubahan atas RKPD tahun berkenaan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, vang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
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10a.

11

1 Ta:

12

1.3

14.

14a.

1.5.

15a.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, vang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
daerah vang dibahas dan disetujui bersama oleh pemrintah
daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan,
selanjutnya disingkat APBD-P adalah perubahan atas APBD
Tahun  berkenaan sebagaimana diatur dalam  perturan
perundang-undangan yang berlaku.

. Kebijakan umum APBD selanjutnya disebut KUA adalah dokumen

yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode
1 (satu) tahun.

Kebijakan Umum APBD Perubahan, yang selanjutnya disingkat
KUA-P adalah dokumen perubahan atas KUA tahun berkenaan
sebagaimana diatur dalam perturan perundang-undangan yang
berlaku.

Rencana Kerja adalah dokumen rencana vang memuat program
dan kegiatan vang diperlukan untuk mencapai sasaran
pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka
anggaran.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan
kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan APBD.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk
setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD
sebelum disepakati dengan DPRD.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang
selanjutnya disingkat PPAS-P adalah dokumen perubahan PPAS
tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja SKPD, yang selanjutnya disebut Renja SKPD
adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)
tahun.

Rencana Kerja Perubahan SKPD, yang selanjutnya disebut
Renja-P SKPD adalah dokumen perubahan atas Renja SKPD
tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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16.

d

18.

18a.

19,

(1)

(2)

10

Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disebut KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja,
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode
1 (satu} tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk
setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD
sebelum disepakati dengan DPRD.

Rencana Kerja dan anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan
kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan APBD.

Rencana Kerja Anggaran Perubahan SKPD, selanjutnya disingkat
RKA-P-SKPD adalah dokumen perubahan atas KUA tahun
berkenaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan
atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah
karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan
karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka
panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan
daerah dimasa yang akan datang.

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2

RKPD-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8a, secara

umum memiliki sistematika, terdiri atas:

a. BABI :PENDAHULUAN.

b. BABII : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN.

¢. BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.

d. BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA
MEDAN.

e. BABV :RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
KOTA.

f. BAB VI : PENUTUP.

RKPD-P merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016 - 2021
yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah Tahun 2016
yang antara lain didalamnya mengatur arah kebijakan
perekonomian dan isu-isu strategis pembangunan, rencana kerja,
dan pendanaanyva.
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(3) RKPD-P selanjutnya menjadi:

a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun dan memutakhirkan
Renja Tahun Anggaran 2016; dan

b. pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan
KUA-P dan PPAS-P Tahun Anggaran 2016.

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan KUA-P, PPAS-P dan Rancangan APBD-P
Tahun Anggaran 2016:

a.

b.

pemerintah daerah menggunakan RKPD-P sebagai bahan
pembahasan KUA-P dan PPAS-P di DPRD; dan

laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi
analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang
diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.

Pagal Il

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah
Kota Medan.

Ditetapkan di jﬁ.}legqe_m: _—
pada tangga_l |4 ouni AUl

WALI KOTA MEDAN,
ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 14 Juni2076

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

SYAIFETBAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2016 NOMOR 18.



